BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN SIKKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan dengan
efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan
pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan
korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah perlu
menerapkan transaksi non tunai;

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi
Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal
17 April 2017, perlu menetapkan kebijakan transaksi non
tunai pada Pemerintah Kabupaten Sikka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka,;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON
TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah  Perangkat Daerah Kabupaten Sikka selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD.

16. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu

pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat
pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau

transfer rekening.
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17. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masayarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan asaz:
a. efisiensi
b. keamanan; dan
c. manfaat.

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi non
tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu,
tenaga, dan biaya.

(3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah transaksi
non tunai yang memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak atas
penerimaan pendapatan dan belanja APBD

(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transaksi non
tunai harus memberikan kemudahan bagi daerah dan semua pihak atas

penerimaan pendapatan dan belanja APBD.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka

penerapan transaksi non tunai.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI
Pasal 4
Setiap orang yang melakukan transaksi non tunai terhadap APBD harus

memiliki nomor rekening di bank.

Pasal 5
(1) Setiap penerimaan pendapatan dan belanja APBD wajib dilakukan dengan
transaksi non tunai.
(2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a.
Pajak daerah; dan
b. Retribusi Perizinan tertentu.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. belanja tidak langsung, meliputi:
1. belanja pegawai;

2. belanja bunga;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

belanja subsidi;
belanja hibah;
belanja bantuan sosial;

belanja bagi hasil;

No gk w

belanja bantuan keuangan; dan
8. belanja tidak terduga.

b. belanja langsung, meliputi:
1. belanja pegawai;
2. belanja barang/jasa; dan

3. belanja modal.

Pasal 6
Penerimaan yang dikecualikan melalui transaksi non tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
Pembayaran yang dikecualikan melalui transaksi non tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

a) pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;

b) pembayaran belanja transport dan/atau uang saku kepada masyarakat;
c) pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
d) pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana

alam;
e) pembayaran untuk pembelian benda pos;
f) pembayaran listrik, telepon, dan air; dan
g) pembayaran belanja/jasa kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu
Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran

yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 7
Transaksi non tunai untuk penerimaan pendapatan dapat dilakukan dengan
cara:
a. transfer dari rekening masyarakat ke rekening kas daerah; dan
b. cek, bilyet giro, uang elektronik.
Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

dokumen pendukung sesuai transaksi.
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(3)

Bank wajib menyerahkan bukti transaksi non tunai sebagai dokumen

pertanggungjawaban.

Pasal 8

(1) Transaksi non tunai untuk belanja dapat dilakukan dengan cara:

a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima
dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari PA/KPA; dan/atau

b. pembayaran dengan cek.

(2) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

dokumen pendukung sesuai transaksi.
Bank wajib menyerahkan bukti transaksi non tunai sebagai dokumen

pertanggungjawaban.

BAB V

SANKSI

Pasal 9
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau
Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Bupati melakukan pembinaan penerapan transaksi non tunai pada
Pemerintah Daerah.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati,
perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah
Daerah dengan Pihak Perbankan serta pengarahan penerapan Peraturan
Bupati ini.
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 11
Pengawasan atas penerapan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparatur

Pengawasan Internal Pemerintah.
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

terintegrasi dalam kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Penerapan transaksi non tunai dalam belanja APBD dilaksanakan secara

bertahap, mulai tanggal 2 Januari 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKR DAERAH KABUPATEN SIKKA,

L MABIKAFOLA
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LAMPIRAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TANGGAL 26 JANUARI 2018
TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA

SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
SKPD

SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN

No.SPM : SPBk/ No. urut/kd SKPD/TA
Tanggal : Tgl/Bln/Thn
Bank : Bank NTT Cab. Maumere

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baku Rekening Nomor ..........

(Nomor Rek SKPD) Uang sebesar Rp .............. (terbilang: .......ccceeveiinenene. ) Ke
Rekening Masing Masing Penerima sesuai daftar dibawah ini:
NO REKENING NAMA JUMLAH
1. No. Rek Bank Nama Penerima Rp.coveiienn,
2. No. Rek Bank Nama Penerima Rp.coveiiiin,
dst
JUMLAH Rp.oeieiininni.

PENGGUNA/KUASA ANGGARAN
NAMA

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA
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